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Minimalisir Korban

Komisi V: Terapkan Kurikulum Bencana

ANCGCOTA Komisi VDPR Musa
Rajekshah alias [jeck meminta
agar bencana yang teradi diAceh,
Stmatera Utara (Sumut), dan Su-
malera Barat (Sumbar) menjadi
reflekst bersama bagi semua prhak.
Karena itu, penanganan bencana
tidak boleh berhentt hanya pada
fixse tanggap darurat.

ljeck meminta Pemerintah G-
dak hanya fokus pada penyelesa-
ian sementara, melainkan pada
upaya pencegahan jangka pan-
jang. “Penanganan bencana su-
dah terlaksana semuanya. Ting-
wal bagaimana pasca-bencana
i, apakah hanya selesar di sini
alau kit mau jangka panjang
supaya {idak lerjadi bencana
lagi," kata politikus Golkar ini.

Dia mengungkapkan salah
satu penyebib utama bencana
bangir adalah pendangkalan su-
ngai dan pemanfaatan bantaran
sungai yang tidak sesual perun-
tukan. Sungai yang mengalami
pendangkalan harus segera di-
lakukan pengerukan. Bantaran
sungai juga harus mula ditata,
Jangan lagi ada pemukiman.

Selain infrastrukiur, edukasi
kebencanaan juga penting di-
lakukan. fa meminta materi tang-
wap bencana dijadikan kuriku-

lum resmi di dunia pendidikan,
mular dart tingkal TK hingga
SMA. Sebab penanganan ben-
cana tidak bisa hanya mengan-
dalkan Basamas, tapt juga mem-
butuhkan kesiapan masyarakat,
"Ini harus dibasakan dart keall.”
landasnya.

Sebagai perbundingan, lieck
mencontohkan di Jepang. Di
negara tersebut anak-anak sudah
dibekali pengetahuan tanggap
bencana sejuk dini sehingga
mampu meminimalkan korban

Jiwa saat hencana lerjadi.

Sementara, anggota Komisi
VI DPR Muhammad Husni
mendorong penguatan kelem-
bagaan Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB),
hingira berada pada level kemen-
tertan. Langkah ersebut dinilai
penting untuk memastikan pena-
nganan bencana di Indonesia
dapat berlangsung lebih cepat,
terkoordinasi, dan efektil.

Menurut Husn, Indonesia me-
rupakan negara dengan tingkat
kerawanan bencana vang sangat
tinggt. Sepanjang akhir 2023
hingga awal 2026, berbagai ben-
cana besar terjadi secara berun-
tun di seyumlah wilayah, seperti
Aceh, Sumut, dan Sumbar,
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bahkan meluas hingga puluhan
kabupaten.

“Indonesia bisa dikatakan
sehagai-supermarket bencana,
Hampir semuz jenis bencana ada
dineperi kita. Karena itu, penan-
wanannya tidak bisa biasa-biasa
saja,” war Husni dalam kete-
rangarmya, Rabu (28/1/2026).

Husni menlai, skala keben-
canaan yang melibatkan ba-
nyak daerah secara bersamaan
membutuhkan kelembagaan
yang kuat. Sehingga dibutuhkan
pemimpin ulama yang mempu-
nyat kewenangan penub dalam
penanganzn bencana nagional.

Sebetulnva dalam berbagai

peristiwa bencana besar, banyak
institusi Pemerintah telah ber-
gerak. Mulai dari BNPB, TNI-
Poln, Kementenan Kesehatan
(Kemenkes), hingga Pemerintah
Daerah (Pemda). Namun, pelak-
sanan di lapangan kerap belum
herjalan dalam satu komando
yang lerintegrasi.

“Semua bergerak, tap kurang
sinkron. Tujuannya sama, tetapt
ketika dijalankan tidak saling
bertemu. Akhirnya ada kebin-
gungin, mana vang harus di-
dahulukan, apakah evakuasi,
bantuan kemanusiaan, atau pem-
bersthan lokast,” sambungnya.

Kondisi tersebut, lanjut Husni,
menunjukkan urgensi kehadiran
st lembaga yang benar-benar
menjadi pemimpin utama dalam
penanggulangan bencana. Se-
hingga seluruh kementerian dan
lembaga dapat bergerak dalam
satu arah kebijakan yang jelas.

“BNPB harus menjadi leader
kebencaran. Kalau kewenangan-
nya diperkuat, bahkan setingkal
kementerian, maka koordinasi
akan jauh Jebih jelas dan cepat,”
kata dia dengan yakin.

la menambahkan, penanganan
bencana tidak hanya terbatas
pada fase tanggap darurat, tetapi

jugamencakup tahap pemulihan,
Tahap ini meliputi pemulihan
aktivitas ekonomi masyarakat
serta penyediaan hunian yang
lavak bagt warga terdampak,

Berkaca pada bencana di
wilavah Sumalera, 1 menyebut
beberapa daerah di Sumut telah
mulai tertangani dengan baik,
sementara di Aceh masih ter-
dupat wiliyah yang aksesnya be-
fum sepenuhnya terbuka hingga
saal ini,

“Kita ngin masyarakai bisa
kembali beraktivitas, ekonomi-
nva berjalan, dan tempat tinggal-
nya layak. Int semua butuh
penanganan yang serius dan
berkelanjutan,” warmya.

Komisi VI DPR, tegas Hus-
m, akan terus menjadikan 1su
kebencanaan sebagar prionitas
pengawasan, lermasuk dalam
pembahasan anggaran tahun
2025-2026. Caranya, dengan
mendorong peningkatan pen-
danaan serta perbaikan lata
kelola penanggulangan bencana
nasional.

“Apapun ceritanya, keben-
canaan mi tidak boleh menjadi
urusan yang selengah-selengah,
Negara harus hadir secara kuat dan
terkoordinast,” pungkasnya, mTiF
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